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Dinas Komunikasi, Informatika,
Persandian dan Statistik
Kabupaten Kepahiang

KATA PENGANTAR
Puji Syukur kehadirat Allah SWT atas berkat limpahan rahmat
dan karunia-Nya sehingga penyusunan Buku Pedoman
Rekomendasi Statistik dapat diselesaikan dengan baik.

Adanya Pedoman ini diharapkan dapat digunakan sebagai
panduan bagi Produsen Data dalam menbuat standar data
statistik sehingga mampu menghindari terjadinya
multistandar penyelenggaraan data.

Kami menyadari ada banyak kekurangan dalam penyusunan
buku ini, untuk kritik dan saran yang membangun masih kami
harapkan untuk penyempurnaan kedepannya.

Sekian semoga pedoman ini dapat bermanfaat, mudah
dipahami dan menjadi penunjang untuk membangun sistem
data di Kabupaten Kepahiang.

Kepahiang,       November 2024 



PENDAHULUAN
UU RI Nomor 16 Tahun 1997 tentang Statistik Pasal 17 Ayat
4 memaparkan : 
(1) kewajiban instansi pemerintah untuk memberitahukan
kepada BPS sebelum menyelenggarakan statistik,
(2) kewajiban instansi pemerintahyang menyelenggarakan
statistik untuk mengikuti rekomendasi BPS, dan 
(3) kewajiban instansi pemerintah untuk menyerahkan
hasil penyelenggaraan statistik kepada BPS.
BPS melakukan pemeriksaan terhadap rancangan
kegiatan statistik yang disampaikan oleh K/L/OPD ke BPS,
untuk selanjutnya akan diterbitkan surat rekomendasi.

TUJUAN

Romantik : saran yang diberikan oleh BPS kepada
penyelenggara kegiatan statistik berdasarkan hasil
penelitian dan pemeriksaan BPS terhadap rancangan
kegiatan statistik

Menghindari duplikasi kegiatan statistik dan menyusun
metadata statistik sektoral. 
Peran aktif instansi pemerintah dalam melaporkan
kegiatan statistik ke BPS sangat membantu BPS dalam
mewujudkan Sistem Statistik Nasional (SSN) yang
andal, efektif, dan efisien.
Diperolehnya kegiatan statistik yang secara teknis
dapat dipertanggungjawabkan
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Semua instansi pemerintah, K/L/I/D yang memperoleh dana
dari APBN dan atau APBD wajib memberitahukan rancangan
survei, mengikuti rekomendasi dari BPS, dan menyerahkan
hasil penyelenggaraan survei mereka ke BPS. 

Siapa saja yang mendapatkan
rekomendasi?

Suatu survei dikategorikan dilaksanakan oleh instansi
pemerintah jika survei tersebut:

Dilaksanakan sendiri oleh instansi pemerintah

Di sub kontrakkan kepada pihak lain (konsultan) dan Didanai
50% atau lebih oleh pemerintah (APBN/APBD)

Jika survei dana patungan perusahaan konsultan dan instansi
pemerintah, maka yang melaporkan dan meminta
rekomendasi BPS yaitu instansi pemerintah yang mendanai
sebagian besar survei. 

Jika perusahaan konsultan independen ditugaskan oleh
instansi pemerintah melaksanakan suatu survei atas nama
instansi pemerintah yang bersangkutan.

Jika survei merupakan inisiatif perusahaan konsultan sebagai
bagian dari pelayanan mereka, tetapi diawasi dan didanai oleh
instansi pemerintah.
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https://romantik.bps.go.id/rekomendasi/index/#c2
https://romantik.bps.go.id/rekomendasi/index/#c2


STATISTIK 
Alur Rekomendasi Kegiatan

Jika memiliki akun langsung mengisi form
tersebut. jika belum memiliki akun, silakan

mendaftarkan diri terlebih dahulu ada
duplikasi kegiatan statistik.
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Produsen data mengecek kegiatan di fitur
Pencarian pada aplikasi Romantik Online

maupun SIRuSa. Hal ini untuk memastikan tidak
ada duplikasi kegiatan statistik. 1

K/L/I/D mengajukan rancangan kegiatan
statistik ke BPS melalui

https://romantik.web.bps.go.id/ 3
Walidata menerima dan memeriksa

kelengkapan rancangan kegiatan. Lalu, BPS
mengevaluasi rancangan kegiatan statistik 4

BPS memberi rekomendasi kegiatan
statistik paling lambat diberikan 30 hari

setelah rancangan kegiatan statistik
diterima lengkap oleh BPS.
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K/L/I/D menyerahkan hasil (publikasi dan

metadata) ke BPS selambatnya 30 hari
sebelum disebarluaskan 6

Jika ternyata hasil pengajuan rancangan
kegiatan statistik ada catatan perbaikan,

pemohon agar dapat memperbaiki kembali. 7
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Identitas Kegiatan

STATISTIK 
Form Pengajuan Kegiatan

1.Judul Kegiatan
2.Cara Pengumpulan Data 

Pencancahan Lengkap/Sensus
Survei
Kompilasi Produk Administrasi 
Cara lain

1.Identitas Penyelenggara
Instansi Penyelenggara
Alamat lengkap, Telpon, faxmile, Email

2. Penanggung Jawab 
Penanggung Jawab eselon 1 dan 3 : Nama, Jabatan,
Alamat, Telpon, Faxmail, email. 
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1.Latar Belakang 
2.Tujuan Kegiatan
3.Rencana Jadwal kegiatan : 

Perencanaan, 
Pelaksanaan,
Pengolahan, 
Analisis, dan 
Penyajian

Perencanaan

Variabel yang digunakan beserta definisi dan pelaksanaan
waktu pengumpulan dari kegiatan. 
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Design Kegiatan

1.Kegiatan dilaksanakan (Berulang, Satu kali)
2.Frekuensi Penyelenggaraan (rentang waktu

triwulan/Semester/Tahunan)
3.Tipe Pengumpulan data : 

Longitudinal Panel 
Cross Sectional 
Longitudinal cross sectional

  4. Cakupan Wilayah Pengumpulan data
 (Sebagian/seluruh wilayah di indonesia)

  5. Wilayah Kegiatan : Provinsi, Kabupaten
  6. Metode Pengumpulan data 

Wawancara
Kuisioner
Pengamatan sendiri
Pengumpulan sekunder

  7. Sarana Pengumpulan (PAPI, CAPI, CATI, CAWI, Mail)
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Pengumpulan Data

1.Uji coba kegiatan (Pilot study) 
Jelaskan secara singkat pelaksanaan uji coba tersebut,
seperti jumlah responden, tempat pelaksanaan uji coba,
frekuensi uji coba, dan lain-lain.

2.Petugas Pengumpulan data (Staff, mitra/tenaga kontrak,
atau keduanya)

3.Persyaratan pendidikan terendah petugas pengumpulan
data (SMP, SMA/SMK, D I/II/III, atau DIV/S1/S2/S3)

4.Jumlah Petugas  berupa jumlah pengawas dan
Pengumpul data/enumerator)

5.Apakah melakukan pelatihan petugas?
6.Metode pemeriksaan kualitas pengumpulan data. 

Jika “ya”, jelaskan ringkas kegiatan pelatihan petugas
tersebut. Misal antara lain berapa lama waktu pelatihan
dan materi pokok pelatihan. Briefing merupakan salah
satu cara pelatihan petugas.
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Pengolahan dan Analisis

1.tahapan pengolahan data (Penyuntingan, penyandian,
Data Entry, Validasi)

2.Metode Analisis (Deskriptif, Inferensia)
3.Unit Analisis (Individu, Rumah Tangga, Usaha)
4.Tingkat penyajian hasil analisis (Kabupaten/Kota/Provinsi)

Diseminasi Hasil

Produk kegiatan tersedia untuk umum (Tercetak, Digital,
Data Mikro)
Berkas Pendukung (Referensi Sumber kegiatan, KAK/TOR,
landasan Hukum Kegiatan, Dokumen Anggaran, dokumen
telaah dan lainnya.  
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Pemeriksaan Walidata

Status Pengajuan Romantik

Link Romantik 

Masih dalam proses pemeriksaan oleh walidata.

Sudah diperiksa dan disetujui oleh walidata lalu
diteruskan ke pembina data.

Sudah diperiksa dan ditolak oleh walidata

Panduan Lengkap aplikasi
Romantik pada link diatas 

Jika kegiatan statistik sektoral dilaksanakan berulang (rutin), kewajiban
pengajuan romantik ke BPS cukup dilakukan 1 kali selama tujuan, cara
pengumpulan data, cakupan wilayah, metode penelitian, dan
rancangan sampel tidak berubah. 

Belum dikirim oleh produsen data.

Sudah dikirim lalu dibatalkan oleh produsen
data.

Sudah dikirim tetapi belum diperiksa oleh
pembina data

Sedang diperiksa oleh pembina data

Sudah diperiksa dan diberi catatan perbaikan
oleh walidata/pembina data

Sudah diperiksa dan dinyatakan layak oleh
pembina data

Sudah diperiksa dan ditolak oleh pembina data

https://romantik.web.bps.go.id/panduan
https://romantik.web.bps.go.id/panduan
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